
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

ALINAN 

1-'~t(UBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PR1NGSEWU NOMOR 02 TAHUN 2018 
TENT.ANG TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, 

GANTI UANG PERSEDIAAN~ TAMBAH UANG PERSEDIAAN 

Menimhang 

Mengingat 

DAN MEKANISME LANGSUNG 

DENGAf.l RAH1-IAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI rRINCSEWUj 

a~ bahwa dengan adanya perubahan pada tata cara 
pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang 
persediaan1 tambah uang persediaan, dan mekanisme 
belanja 1:mgsun~ dalam rangka optimalisasi 
pengendo.liannya pErlu dila.kukan peru bahan at.as 
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang 
Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang 
~IBedia.a.n, dan Mek.ani:snie Belanja La.ngsung;. 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 
yang tidak ~suai kundi8i/silua.si pada batasa.n 
mekan-isme pembayaran belanja. langsung maka pada 
Belania Lan!!;sun~ tidak ada pembatasan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbanga-n sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf bj perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang P~rnbahan atas 
Peraturan .l:3upati 1-Tingsewu Nomor 02 'I'ahun 2018 
tenta..ng Tata.. Cara Pembayaran Melalui Uang 
Persediaan, Gant; Uang Persed;~J:.1n 1 TRmhah lJang 
Persediaan dan Mekanisme Langsung; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pcnyclcnggara Negara Yang Bersih dan Bebn.s do.ri 
KorupsL Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3851]; 

2. Undang-U11dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep·Jblik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ~ 



3. Urulang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repnhlik lnnonP.siR Nomor 4~55); 

4. Undang-Undang Nomor 15 'l'Rhnn 2004 tent.Ang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam.bahan 
Lembara.-i. Negara Repu blik Indonesia. Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

6. Undang-Undang Namer 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pero.tumn Perunds.ng-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha.n Daerah (l.e.n.wlil~l Negwct. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesfa ~omor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang .Nomor 9 Tahun 2015 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambaha.n Leu1b.:mm Neg.utt. RepubL.k lm.lonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan K.euangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nepubl!k 
lndonesilll. Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelo.laan Keuangan Daerah 
scbagaimana tellUl diubah beberape. kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



MenetapJ<an 

13. Peraturan M,mtP.ri njlll'lm lliP.geri ~omor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Pembayaran atas Beban Anggaran ~ndapal.an Will 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
PER-11/PB/2011; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor (Y7 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu ~omor 16 
Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu. {Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembayar.m Melalui Uang 
Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang 
Pen:.edil:Ull1 chili Mekan.ililne Langsung (Berila Daerah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 02); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN 
2018 TENTANG TATA CARA PEMB/\YARAN MELALUJ 
UANG PERSEDIAAN, CANTI UANG PERSEDlAAN, 
TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME 
LANGSUNG. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Bupati 
Pringsewu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pembayaran Melalui Uang Perscdiaan, Ganti Uang 
Persediaan, Ta.mbah Uang Persediaan clan Mekanisme 
Langsung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 
2018 Nomor 02) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pa.sa112 

{l) Pemba.yaran atae belanja yang sudah pasti jumlah, 
penerima dan waktu pembayaran maka dilakukan 
melalui mekamsme pembayaran langsung. 

12) Mekani&me pembaya.ran kutgeung seba.gaimano. 
dima.ksud pada ayat ( 1) dapat ditujukan kepada: 
a. pihak ketiga. atas pengadaan barang dart jasa; 



b. penerima belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan 
sosia.l, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan 
pembiayaan; dan/atau 

c. Bendahara ~ngeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu. 

(3) Mt:kan..isme pemba.yaran langsung melalui Bendahara 
Pengeluara.n/Bendahara Pengeluaran Pembantu d ap at 
digunakan untuk keperluan pembayaran: 
a. belanja pegawai; 
b . biaya perjalanan kegiatan rapat dala.rn kota 

Apara.tur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara; 
dan/i1t::iu 

c. belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor / 
lapangan (kontrak perorangan}. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar s.etiap 
pengundangan 
penempatannya 
J>ringsewu. 

ontng mengetahuinyJ1 memf!rintsihkan 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal • 2 iI~re t 2018 

Peraturan Bupati lnl dengan 
dalarn Serita. Daerah Kabupa.ten 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tangga.J. l :~ai-et ~CJlS 

BUPATI PRINGSEWU, 

dto 

5l/JAbi 

SEKRETARIS DAERAH .KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDJMAN PM 

SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu : http:/ /j4ih.pringsewukab.go.id/ 


	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 001.pdf (p.1)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 002.pdf (p.2)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 003.pdf (p.3)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 004.pdf (p.4)

